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Wakil Ketua Umum Partai Am-
anat Nasional (PAN) sekaligus

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soepar-

no, mengusulkan ambang batas
parlemen atau parliamentary
threshold (PT) dan ambang ba-
tas pencalonan presiden dihapus
dalam pembahasan RUU Pemilu.
Saat ini, ambang batas parle-
men ditetapkan sebesar 4 persen.
Eddy mengaku PAN sejak lama
B

batas, baik dalam pemilihan legis-
latif maupun pemilihan presiden,
karena dinilai menghilangkan
keterwakilan suara rakyat.

Pembahasan RUU Pemilu

PAN Usulkan Hapus
Ambang Batas Pariemen

“Dengan adanya ambang batas
ini, ada belasan juta suara pemilih
yang tidak bisa ditampung as-
pirasinya di DPR karena partainya
tidak lolos,” ujar Eddy di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Kamis
(29/1).

Menurut Eddy, penghapusan
ambang batas sebaik-

ambang batas nasional.

Untuk mengantisipasi banyak-
nya fraksi di parlemen, Eddy
mengusulkan pembentukan fraksi
gabungan bagi partai-partai yang
perolehan kursinya belum men-
cukupi. Dengan demi umlah
fraksi tetap dapat dibatasi tanpa

nya diimplementasikan dengan
mekanisme yang serupa dengan
pemilihan DPRD di tingkat provinsi
serta kabupaten/kota.

Dengan skema tersebut, seluruh
suara pemilih tetap dapat terkon-
versi tanpa harus terhambat oleh

aspirasi pemil

“Partai boleh banyak, tetapi
fraksi tetap terbatas. Partai yang
kursinya tidak cukup bisa mem-
bentuk fraksi gabungan, dan itu
diatur dalam undang-undang
pemilu,” jelasnya

Eddy menegaskan, gagasan

penghapusan ambang batas ini
bertujuan memperbaiki kualitas
demokrasi agar seluruh suara
masyarakat tetap dapat disuara-
kan di DPR dan tidak lagi terbuang
seperti yang terjadi dalam bebera-
pa pemilu sebelumnya.

“Ini salah satu upaya untuk
membangun demokrasi yang lebih
baik, agar seluruh pilihan masya-
rakat tetap bisa digaungkan di
parlemen,” pungkasnya.

Menanggapi usulan itu, Wakil
Presiden Partai Buruh, Agus Supri-
yadi, menyatakan dukungannya

PT dalam revisi Undang-Undang
Pemilu. “Setuju,” ujar Agus.

Sementara, Ketua Komisi Il DPR
RI, Muhammad Rifginizami Kar-
sayuda, menegaskan bahwa PT
merupakan instrumen penting
dalam memperkuat institusion-
alisasi partai politik sekaligus
menciptakan pemerintahan yang
efektif.

Untuk melihat lebih jauh bagai-
mana pandangan Muhammad
Rifginizami Karsayuda dan Agus
Supriyadi terkait usulan pengha-
pusan PT, berikut petlkan wawan-

cara
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